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BUPATI IIATMAHTRA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAIT BUPATI I{ALMAHERA BARAT
NOMOR: LzD /KwS/ tx y ZO24

TE$?A!TG

PENETAPAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

bahwa dalam rarrgka rneningkatkan daya saing
industri di Katrupaten Halmatrera Barat dan untuk
kesinambungan pemberdayaan ekonomi di sektor
industri, maka diperlukan pengernbangan sentra
industri Kecil dan Menengah.
bahwa berdasarkan pertirnbangan setragaimana
dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan
Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Penetapan Sentra Industri Kecil dan menengah di
Kab. Haknahera Barat;
Undang-undang Nomor 60 Tahun igs8 tentang penetapan

Undang- Undang Nomor 23 Darurat Tahun l9S7 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Sr.vatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-
Undang;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Peml:entukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota

Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ae37);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2A2A tentang Cipta Kerja;

2.

3.

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti Kac. Jaiioio Kode pos gz7s2
Iiabupaten Halmahera Barat-N{aluku Utara Telp. {0922) 222lool. Fax (0922) 22uao j.

d



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2A2A tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2421 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2416 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 500.2.1130521
tentang Pembentukan Sentra IKM;

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Nomor:

530/ 157 llndagkop.UKM lVIIIl2024 tahun 2024 perihal

Permohonan Penerbitan SK Bupati Halmahera Barat

tentang Pembentukan Sentra Industri Kecil dan

Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kab.

Halmahera Barat dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Pengembangan industri kecii sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dilakukan pendekatan sentra melalui:

a. Penguatan kelembagaan sentra;dan

b. Peningkatan kemampuan kegiatan usaha sentra.

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
pengembangan Industri Kecil dan Menegah bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengembangan industri kecil dan
menengah sesuai kewenangannya.

KEDUA

4.

5.

6.

KETIGA
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KEEMPAT :

KELIMA

Temhusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Perindustrian di Jakarta,
'2. Gubernur Maiuku Utara di Sofifi,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakal sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud daram
Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggat : 24 September 2024

BUPATI

JAMES UANG

Ass.Bid. Pemtr & Eko
Kadis Perindagkop & UKM

Kabag. Hukum & Orgs
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